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fuIenimbang

BUPATI PONTIANAK,

bahwa clengan adanya kebiiakan pemerintah menaiki.an irarga

Bahan Baliar M+r-vak ( BBM ) -vang herimbas kepada perubahan

peningkatan harga barang dan jasa yang berlaku dipasaran saat

rr4 dipandang pedu nielal:litan perul.tha:l P.",rat';t'an Bripati
Pr,ntian;rk llonor ?7 Tahun 2005 fentanq Standarisasi Biava
Pemeliharaan l3arang Inventaris Milik Pemenntah Kabupaten
Ponuanak i'airun ;\rgg;uan 2'.-i06 ;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada hurut'a di atas,

perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak ;

Undang - Lindang Nomor 27 Taltun 1959 tentang Penetapan

Undang Ur:.iairg Darura; Nomor 3 Talr'ry1 1?:1-", tenteng

Pembentukan l)aerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Llndang * Undang
( l*mtraran Negara laliun 1959 ]r'cr:ni'r 7l Tamb';harr l.c:i:b:lr;in
Negara Nomor 1820 );

Llndang - Lindang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 200a
Nomor 53, 'lambahan Lembaran Negara Nottot'4389);

Undang - Llndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemennlahan

Daerair( Lembaran Negara Tahwr 2004 liomor 125, famhahan
Lembaran Negara Nomor 4437):

Llndang - Llndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

i.{ug.nr-a Tahug ?004 Nomot L26, Tarnb;iltatt Lembaran Nagra
Nomor 4.138):

' lv{engingat

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54"

Tambahan kmbaran Negara Nomor 3952.);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun ?000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggung 'Jav'aban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan

Lrmbaran Negarh Nomor 4022\;
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Keprllu52x Pre-siden Nomor 39 tahun 2001 tentang Penggunaan

Dana Kontijensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan,

Pembiayaan dan l)okumen (P3D) kepada. Pemerintah Daerah

(l.embaran Negara Tahun 200'l Nomcrr 25,\;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang ./ -lasa Pemerintah ( I=embaran

Negara Tahr:n 2003 Nomor 120);

Peraturan Da.erah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Peraugkat Daerah
Kabupaten Pontianak ( I embaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02

Seri D Nomor 0l );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1-5 Tahr-rn 2005

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pontianak Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran l)aerah Tahun

200-5 Nomor 1-5 Seri A Nomor 04 ).

Menetapkan

MEMI--]TI-TSKAN

PFR.I-TBAHAN ATAS PFRATURAN BI-TPATI PONTIANAK
NOMOR 27 TAHI-IN 2OO5 TENTANG STANDA-RISASI
BIAYA PtrMEI.IHARAAN BARANG INVENTAR-IS N4ILIK
PFMERINTAH KABLTPATEN P(--}NTIANAK TAHLIN
ANGGARAN 2006

Pasal I

Beberapa ketentnan dalam Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2005 tentang
Standari..qasi Riava Pemeliharaan Baran,' Inventaris Milik- Pemerintah Kabuoaten----"-r---'"
Pontianak Tahun Anggaran 2006 ( Berita Daerah Tahun 200-5 Nomor 27 Seri F N.omor

09 t. diubah seha.sai berikut .

1.K^etentrtanPasal3diubah,sehinggaPa'sal3berbunyisebagaiberikr;t

Pasal 3

Standarisasi Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jahratan Bermotor dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut :

(l) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan (Standar
K4ang i Sedan ) bernilai sebesar Rp. 37.500.000 ( tiga puluh tuluh luta lima
ratus ritru rupiah) ) pertahun.

(2) St*nda,risasi Bia=ya Pemeliharaan K-endaraan Dinas Jabatan Wakil Pimpinan,

(Stancl-ar K4ang I Sedan ) bernilai sebesar R-p 31.-s00.000 ( tiga puluh satu
iula lima ratus rihu r"uniah )'-' - '-r'--' /

("i) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas .labatan Pimpinan jenis

Angkutan Apung Bermotor { SPFtrD BOAD Mesin 200 HP ). trernilai sebesar

RP. 21.400.000 ( dua puluh satu juta- empat ratus ribu n-rpiah ) pertahun.
(4) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas -labatan wakil Pimpinan

Angkutan Apung Bermotor ( SPEED BOAD Mesin 1l,s HP ), bernilai sebesar

Rp. 14.500.000 ( empat belas juta lima ratus ribu rupiah ) perfahun.
/s) Riaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sek'agaimana

tercantum pada Lampiran I. !l ,lll dan IV Pera-tLrra.n ini.
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2. l)iantara ayat{ 1)dan ayat(2 )Pasal 4disisipkan 1(satu )ayat,yakni ayat-{Ia},
sehingga Pasal 4 berbunyi seba,gai beriknt .

Pasal4
Standarisasi Biaya Pemeljharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut .

( 1 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor

Roda Enam ( Jenis Truck / Bus Besar ), bernilai sebesar Rp. 1-5.000.000,-

( lima helas jr-rta rupiah ) pertahun.

1t.a ) Standarisasi Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kebersihan

roda enam ( Jenis Dump Truck / Arm Roll ) pada Dinas Pekerjaan Llmum
bernilai sebesar Rp.110.150.000,- ( setarus sepuluh juta seratus lima puluh

ribu rupiah ) pertahun.
(2 ,\ Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor

Roda Empat Mini Bus ( jenis Krjang dan Carry ) dan Pickup bernilai sebesar

Rp. 13 .4-s0.000 ( tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )
pertahun.

( 3 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan f)inas Operasional Angkutan
Apung Bermotor ( Speed Boad mesin 40 HP ), bernilai sebesar Rp.

8.300.000 ( delapan jutatigaratus ribu rupiah ) pert-ahun.

( 4 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional' ( Speed

Boad mesin 9-15 HP ), bernilai sebesar Rp. 5.300.000 ( lima juta tiga ratus

rupiah )
( -5 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua( 4

Tak ) bermotor , bernilai sebesar Rp. 1.250.000 ( satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah ) pertahun

( 6 ) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
( 2 Tak ) bermotor, bernilai sebesar Rp.1.300.000(satu juta tiga ratus ribu.
rupiah) pertahun.

(7) Biayasebagaimanadimaksud padaayat ( I ),ayat( Ia), ayat(2),ayat
( 3), a.yat{4)"ayat ( 5 ),danayat (6 )sebagaimanatercantum pada

lampiran V, V.A, VI, VII, VUI ,IX dan X Peraturan ini .

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan I ( satu ) Pasal yakni Pasal 6.a, yang

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6.a

Standarisasi Biaya Pemeliharaan Alat Kebersihan Bermesin adalah sebagai

berikut:
(1) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Mesin Penebas Rumput pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak bernilai sebesar Rp. 7.590.000,-
( tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupah ) pertahun

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), sebagaimana tercantum pada

lampiran XIV.A Peraturan ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Olrrndrnglrn dl lrmpemh
Pada tanggel . 3,.. J..aL J.J&P.Q
SETREIARTS 0t[R lt Hrunnt prf1r$I

Ditetapkan di Mem pawah,
pada tanggal € /.,r",",n 200P

sYE'Bt $YOUll.
BERITA IIATRII{ ruUPATEII POTTIATTI
r N$fi . ;a0h.r0r0R. " .q I. ... .8ERL...f ... trlro* .0L
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